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ABSTRAK 

 

Proses penanganan perkara pidana pada prinsipnya berasal dari penyelidikan, 

penyidikan dan penuntutan, dan berakhir dengan putusan hakim. Pada tahap penyidikan, 

penyidik berwenang untuk melakukan penahanan terhadap tersangka menurut persyaratan 

dan prosedur yang ditentukan dalam KUHAP. Penahanan terhadap tersangka tidak 

mutlak dilakukan, kecuali penyidik menganggap perlu untuk melakukan tindakan upaya 

paksa. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan ketentuan hukum pidana di 

Indonesia yang mengatur perintah penahanan terhadap tersangka dan upaya perlindungan 

Hukum pada saat dilakukan penahanan ditinjau dari hukum pidana di Indonesia. 

Penahanan oleh aparat penegak hukum (penyidik) terhadap seseorang tersangka, akan 

menimbulkan persepsi negati di kalangan masyarakat. Hal ini terkait dengan perbuatan 

hukum yang dilakukan tersangka dianggap tercela. Sebagai upaya memberikan  

perlindungan hukum, seorang tersangka mempunyai beberapa hak pada saat dilakukan 

penahanan yang dijamin oleh hukum, yaitu hak menerima dan membaca Surat perintah 

penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa 

dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang 

dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan dan ini sesuai dengan Pasal 21 

ayat (2) KUHAP. Selama dalam penahanan, penyidik tidak menghalangi tersangka untuk 

menggunakan hak-haknya sesuai dengan pasal 50 sampai dengan pasal 68 Kitab KUHAP 

dan untuk menjaga dan melindungi tersangka dalam penahanan, KUHAP juga mengatur 

tentang penangguhan penahanan yang terdapat dalam Pasal 31 KUHAP dengan jaminan 

orang dan jaminan uang. 
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PENDAHULUAN 

Perintah penahanan terhadap dapat dilakukan terhadap seseorang yang diduga 

keras telah melakukan pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan 

berarti bukti-bukti awal sebagai dasar untuk menduga adanya tindak pidana.
1
 Pada 

penjelasan Pasal 17 KUHAP, dinyatakan bahwa bukti permulaan yang cukup 

menunjukkan bahwa perintah penahanan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-

wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang benar-benar melakukan tindak pidana.  

Dengan demikian, ada 3 (tiga) alasan bagi penyidik, penuntut umum, dan hakim 

untuk melakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa, yaitu dikhawatirkan akan 

melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak 

pidana. Oleh karena itu, seorang tersangka berdasarkan bukti yang cukup melakukan 

tindak pidana, dan terdapat alasan-alasan tersebut di atas, maka penyidik, penuntut umum 

maupun hakim dapat menahan tersangka atau terdakwa. Sebaliknya, meskipun terdapat 

bukti yang cukup melakukan tindak pidana, namun tidak ada kekhawatiran atas alasan-

                                                             
1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 LN No.76 tahun 

1987, TLN No. 3209, Pasal 17 



alasan tersebut di atas, maka penyidik penuntut umum maupun hakim tidak ada 

keharusan menahan tersangka atau terdakwa. 

Secara tidak langsung juga dapat dilihat bahwa pasal-pasal di dalam KUHAP 

sangat memperhatikan hak asasi tersangka atau terdakwa. Hak asasi manusia merupakan 

hak yang melekat di dalam diri pribadi individu, dan hak ini merupakan yang paling 

mendasar bagi setiap individu. Hal ini tidak terlepas dari pemahaman bahwa manusia 

adalah hamba Tuhan dan juga makhluk yang sama derajatnya dengan manusia lain 

sehingga harus diperlakukan secara adil dan manusiawi. Pada hakikatnya setiap manusia 

ingin dihargai dan diperlakukan sabagaimana mestinya, tak seorangpun yang mau 

diperbudak dan diperlakukan sewenang-wenang karena setiap manusia memiliki perasaan 

dan hati nurani.  

 

PEMBAHASAN 

Keberhasilan suatu proses pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil 

diungkap atau ditemukan. Dalam proses persidangan, terutama yang berkenaan dengan 

tersangka ataupun terdakwa, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tersangka dinilai 

tidak dapat mendukung tugas penegak hukum. Oleh karena itu sebagai ungkapan 

kekesalan, tersangka maupun terdakwa seringkali mendapatkan perlakuan yang kurang 

wajar dari penyidik, apalagi jika tersangka ataupun terdakwa tersebut berasal dari warga 

negara kalangan menengah ke bawah. 

Terlepas dari perlakuan yang kurang wajar, tersangka harus mendapatkan hak-

haknya sebagaimana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana (KUHAP).  Dalam kaitannya dengan hak mendapatkan bantuan hukum, diatur 

dalam Pasal 54 KUHAP. Sampai dengan saat ini hukum acara pidana yang berlaku di 

Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

yang kemudian disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 

Kedudukan tersangka dalam KUHAP adalah sebagai subjek, dimana dalam setiap 

pemeriksaan harus  diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat, 

martabat dan harga diri tersangka tidak terlihat sebagai obyek yang ditanggali hak asasi 

dan harkat martabat kemanusiaannya dengan sewenang-wenang. Seorang tersangka tidak 

dapat diperlakukan  dengan sekehendak hati pemeriksa dengan alas an bahwa dia telah 

bersalah melakukan suatu tindak pidana, Karena sebagaimana asas praduga tidak bersalah 

(presumption of innocence) yang dianut dalam di dalam proses peradilan pidana di 

Indonesia yang tercantum dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang 

kekuasaan kehakiman yaitu “setiap orang yang diditahan, disangka, ditangkap, dituntut, 

dan/ atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada 

putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan 

hukum yang tetap. 

Proses penahanan harus memenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif, berikut 

dipaparkan mengenai implementasi dari kedua syarat tersebut. Syarat Subyektif yang 

terdapat dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP, syarat ini hanya tergantung kepada siapa orang 

yang memerintahkan penahanan tersebut, dan apakah syarat yang disebutkan dalam pasal 

tersebut ada atau tidak. Terhadap kedua syarat penahanan tersebut yang terpenting yaitu 

syarat objektif, sebab penahanan hanya dapat dilakukan apabila syarat-syarat yang 

ditentukan dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP terpenuhi. Sedangkan syarat subjektif 

biasanya hanya dipergunakan untuk memperkuat syarat objektif dan dalam hal sebagai 

alasan mengapa tersangka dikenakan perpanjangan penahanan atau tetap ditahan sampai 

dengan penahanan tersebut habis.  

Penentuan kedua syarat ini terlihat sangat mudah dan tidak banyak memerlukan 

suatu penafsiran. Hal ini dapat dilihat secara tegas dalam penjelasan Pasal tersebut, 

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/node/629/uu-no-8-tahun-1981-hukum-acara-pidana


namun syarat subyektif sifatnya sangat elastis karena sangat tergantung pada penafsiran 

masing-masing penegak hukum yang akhirnya menyebabkan ketidak adilan bagi 

tersangka. Dasar hukum atau dasar obyektif menunjuk kepada tindak pidana yang 

menjadi obyek atau jenis tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan, yaitu tindak 

pidana yang dipersangkakan diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, atau 

tindak pidana yang tunjuk dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP. Dasar 

kepentingan/subyektif merujuk kepada kepentingan aparat penegak hukum untuk 

melakukan penahanan, yaitu untuk kepentingan pemeriksaan. Sesuai dengan tujuan 

penahanan, apabila pemeriksaan di tingkat penyidikan telah selesai, maka BAP harus 

segera dilimpahkan pada kejaksaan negeri (penuntut umum), demikian seterusnya 

pelimpahan perkara dari penuntut umum dari pengadilan serta pemeriksaan adalam 

dipengadilan.  
 

KESIMPULAN 

Undang-Undang Dasar NRI 1945 merumuskan bahwa setiap orang berhak atas 

pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang 

sama di hadapan hukum Indonesia sebagai negara berdasarkan hukum menjunjung tinggi 

hak asasi manusia dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam 

hukum dan Pemerintahan tanpa ada kecualinya. Penahanan yang dilakukan oleh aparat 

penegak hukum (penyidik) terhadap seseorang tersangka, akan menimbulkan persepsi 

negative dikalangan masyarakat. Hal ini terkait dengan perbuatan hukum yang dilakukan 

tersangka dianggap tercela. Sebagai upaya memberikan  perlindungan hukum, seorang 

tersangka mempunyai beberapa hak pada saat dilakukan penahanan terhadap dirinya yang 

dijamin oleh hukum, yaitu Hak menerima dan membaca Surat Perintah Penahanan atau 

Penetapan Hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan 

menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang 

dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan dan ini sesuai dengan Pasal 21 

ayat (2) KUHAP. Selama dalam penahanan, penyidik tidak menghalangi tersangka untuk 

menggunakan hak-haknya sesuai dengan pasal 50 sampai dengan pasal 68 Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan untuk menjaga dan melindungi tersangka 

dalam penahanan, KUHAP juga mengatur tentang penangguhan penahanan yang terdapat 

dalam Pasal 31 KUHAP dengan jaminan orang dan jaminan uang.  
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